
Dalam menghadapi era globalisasi dan 

tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, 

paradigma dalam tata kelola pemerintahan 

mengalami pergeseran. Pemerintah daerah, 

dihadapkan pada tantangan untuk menjadi 

lebih responsif, adaptif, dan inovatif dalam 

menyikapi berbagai perubahan dan dinamika 

yang terjadi. Saat ini, tuntutan dan harapan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah 

semakin meningkat signifikan. Masyarakat 

menginginkan layanan publik yang responsif, 

efektif, efisien, dan mampu memenuhi 

kebutuhan warga yang dinamis. Tantangan ini 

dirasakan oleh pemerintah di berbagai 

tingkatan, tak terkecuali Pemerintah Provinsi 

Riau. 

 Pemerintah Provinsi Riau 

dihadapkan pada beragam tantangan, 

termasuk meningkatnya kebutuhan akan 

pelayanan publik yang berkualitas, 

optimalisasi sumber daya, peningkatan 

kinerja birokrasi, dan tuntutan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dituntut 

harus mampu merespons berbagai masalah 

sosial, ekonomi dan lingkungan yang 

makin kompleks akibat dinamika 

perkembangan zaman. Namun yang terjadi 

justru sebaliknya, dimana indeks 

profesionalitas PNS Pemerintah Provinsi 

Riau setiap tahunnya masih pada kategori 

sangat rendah, yaitu pada tahun 2020 

sebesar 51,57, tahun 2021 sebesar 52,16, 

dan tahun 2022 sebesar 52,19, kualitas 

layanan dan responsivitas pemerintah 

kerap dinilai masih rendah oleh 

masyarakat. Hasil survei dari Lembaga 

Administrasi Negara pada 2021, 

menemukan bahwa indeks kepuasan 

masyarakat terhadap layanan Pemprov 

Riau hanya 67,5 dari skala 100, angka yang 

masih jauh dari harapan, begitu juga 

dengan  hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

tahun 2022, di mana hasil nilai SAKIP-nya 

berada pada angka 69,17 dengan predikat 

B. Hal ini salah satunya dikarenakan 

budaya birokrasi pemerintahan  daerah 
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yang masih kaku, hierarkis, kurang terbuka, 

terendahnya tingkat profesionalitas dan 

lambat dalam merespon aspirasi masyarakat 

serta menyelesaikan masalah publik. 

Dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang lebih efektif dan 

responsif, saat ini mulai marak diadopsi 

pendekatan agile governance dalam 

reformasi birokrasi sektor publik. Penerapan 

agile governance telah dicanangkan oleh 

Kementerian PANRB guna mempercepat 

tercapainya tujuan reformasi birokrasi 

nasional. Pemerintah Provinsi Riau pun kini 

tengah menginisiasi dan mendorong 

reformasi birokrasi berbasis agile 

governance dalam hal penyediaan 

pelayanan publik guna menjawab berbagai 

tantangan dan tuntutan masyarakat. 

Agile Governance menawarkan 

pendekatan yang dinamis, fleksibel, dan 

responsif dalam tata kelola pemerintahan, 

dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-

prinsip Agile Governance, Pemerintah 

Provinsi Riau dapat lebih efektif dalam 

menghadapi tantangan, meningkatkan 

kualitas pelayanan, dan memperkuat kinerja 

birokrasi. Agile governance sendiri pada 

intinya adalah suatu pendekatan tata kelola 

pemerintahan yang berfokus pada aspek 

responsivitas, adaptivitas, kolaborasi dan 

keterbukaan dalam pemberian layanan 

maupun penyelesaian masalah publik. Nilai-

nilai agile governance antara lain kolaborasi 

lintas sektoral, respon cepat, fleksibilitas 

tinggi, iterasi dan uji coba berkelanjutan, 

hingga pemanfaatan data dan teknologi 

digital secara intensif. 

Penelitian tentang agile governance 

dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain 

Halim et al. (2021), penerapan agile 

governance di Jawa Barat tidak maksimal 

sehingga perlu adanya peningkatan sebagai 

upaya dalam memaksimalkan pelayanan 

public dan memberi kemudahan di sector 

kesehatan. Pengambilan kebijakan dalam 

pelayanan public berbasis teknologi dapat 

meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat dan aparatur 

negara (Kumorotomo, 2020).  

Penelitian terdahulu menunjukan 

bahwa adanya penelitian yang dilakukan 

penelitian terhadap variabel 

pengembangan kompetensi dan 

menerapkan nilai-nilai agile governance 

dalam organisasi pemerintahan, sedangkan 

penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan kedua variabel tersebut 

berdasarkan manajemen perubahan 

ADKAR (awareness, desire, knowledge, 

ability, reinforcement) ke dalam strategi 

internalisasi nilai-nilai agile governance 

pada PNS Pemerintah Provinsi Riau. 

Kebaruan (novelty) lainnya adalah 

menerapkan manajemen perubahan dengan 

model ADKAR dalam internalisasi nilai-

nilai agile governance memberikan 

pendekatan yang terstruktur dan holistik 

untuk membangun kompetensi PNS. 

Melakukan pelatihan yang disesuaikan 

dengan tahapan ADKAR dengan 

mengkombinasikan kerarifan lokal 

“Tunjuk Ajar Melayu” dapat membantu 

PNS dalam merespons dengan lebih baik 

terhadap tantangan dan perubahan dalam 

lingkungan kerja yang dinamis dalam 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

publik. 

Agile governance (tata kelola yang 

gesit) hadir dalam organisasi yang 

mendorong untuk mengimplementasikan 

tata kelola yang gesit (agile governance) 

untuk peningkatan kinerja dan 

produktivitas organisasi. Tata kelola gesit 

(agile governance) adalah kemampuan 

manusia untuk merasakan, beradaptasi dan 

merespons dengan cepat dan berkelanjutan 

terhadap perubahan di lingkungannya, 

melalui kombinasi secara terkoordinasi 

dari kemampuan gesit (agile) dengan 

kemampuan tata kelola (governance) 

untuk memberikan nilai dengan lebih cepat, 

lebih baik, dan lebih murah untuk proses 

bisnis suatu birokrasi (Luna, A. J. H. de O 

dkk., 2015). Adapun nilai-nilai inti dari 

agile governance adalah :Responsif, 

Adaptif, Kolaboratif, dan Transparan 

(Asmara dkk., 2022). 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

mereka yang telah memenuhi syarat 
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tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur 

sipil negara secara tetap oleh pejabat 

pembina untuk menduduki jabatan 

pemerintahan (PP 11/2017). PNS memiliki 

peran strategis sebagai pelayan publik, 

perekat dan pemersatu bangsa, serta 

pembangunan nasional (Sedarmayanti, 

2021).  

Menurut Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 

Tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan 

kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, 

kompetensi manajerial,  kompetensi sosial 

kultural, Khusus untuk PNS yang 

menduduki jabatan struktural sesuai dengan 

Permendagri No. 108 Tahun 2017, untuk 

memegang posisi kepemimpinan tinggi, 

administratif, dan pengawasan, selain 

kompetensi teknis, kepemimpinan, social 

kultural, juga diperlukan kompetensi 

pemerintahan. Bentuk pengembangan 

kompetensi dilakukan dengan pemberian 

tugas belajar dan izin belajar pada 

pendidikan formal dalam jenjang 

pendidikan tinggi, sedangkan bentuk 

pengembangan kompetensi terdiri atas 

pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. 

Kompetensi di era Revolusi Industri 

4.0.Untuk bisa beradaptasi dengan 

perubahan yang dibawa oleh revolusi 

industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki 

kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan 

oleh mesin. Soft skill adalah kunci. World 

Economic Forum (2020) juga merilis 10 

skill/keterampilan yang mutlak dibutuhkan, 

yaitu Complex problem solving, Critical 

thinking, Creativity, People management, 

Coordinating with other, Emotion 

intelligence, Judgment and decision making, 

Service orientation, Negotiation, dan 

Cognitive Flexibility. 

Model Transformasi ADKAR, yang 

dibuat oleh pendiri Prosci Hiatt (2006), 

terdiri dari lima inisial yang mewakili lima 

tahap perubahan yang harus dicapai 

seseorang untuk berhasil, yaitu Awareness 

(Kesadaran), Desire (Keinginan), 

Knowledge (Pengetahuan), Ability 

(Kemampuan), dan Reinforcement 

(Penguatan). Manajemen perubahan 

dengan model ADKAR, Mengelola 

perubahan pada tingkat individu dan 

organisasi membutuhkan ide-ide baru, 

model perubahan baru, dan kerangka kerja 

dan alat baru untuk berhasil mencapai 

perubahan yang diinginkan. ADKAR 

dapat diterapkan pada semua bentuk 

perubahan untuk mendorong keberhasilan 

program perubahan.  

Untuk keberhasilan penelitian ini 

openulis mengemukakan penelitian 

terdahulu yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini, antara lain M I Nur et al. 

(2021) Studi Agile Governance dalam 

penguatan program reforestasi di Jawa 

Barat Indonesia, Janssen & van der Voort 

(2020)Tata kelola agile dan adaptif dalam 

merespon krisis: Pembelajaran dari 

pandemi Covid-19, Theobald et al. (2020) 

Kepemimpinan agile dan manajemen agile 

pada level organisasi – A Systematic 

Literature Review, Halim, Astuti, dan 

Umam (2021) Implementasi Prinsip Agile 

Governance melalui Aplikasi PIKOBAR 

di Provinsi Jawa Barat, Vernanda (2018)

 Kesiapan Indonesia menuju Agile 

Governance, Luna et. al (2014) State 

of The Art of Agile Governance: A 

Systematic Review, Kumorotomo (2019) 

Envisioning Agile Government: 

Pembelajaran dari konsep Society 5.0 

negara Jepang dan Tantangan Administrasi 

Publik pada negara berkembang. Rivelino 

(2022) Pembangunan tata kelola agile pada 

organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 

Dumalang (2021) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Strategi internalisasi 

nilai-nilai agile governance pada Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau”. 

 

METODE 

 Metode yang digumakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

metode yang berawal dari fakta-fakta 

konkrit dan empirik dalam menemukan 
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suatu kebenaran yakni dengan penelitian 

terhadap keadaan suatu objek, sistem 

pemikiran, dan hubungan antara fenomena 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang 

bersifat umum 

Analisis yang digunakan adalah 

analisis kualitatif, dengan menggunakan 

analisis SWOT dengan membandingkan 

faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal 

dengan kekuatan dan kelemahan internal, 

yaitu . eksternal strategy factor analisys 

summary (EFAS), internal strategy factor 

analizys summary (IFAS), Tahapan 

selanjutnya adalah menggabungkan analisis 

EFAS dan IFAS menjadi analisis strategic 

factor analysis summary (SFAS). 

 

HASIL  

  Data dari Kantor BKN Regional XII 

Pekanbaru, menunjuikan bahwa tingkat 

indeks profesionalitas (IP) PNS tahun 2020 - 

2022  adalah kategori sangat rendah, dengan 

skor rata-rata di bawah  60%, kondisi ini yang 

sangat dipengaruhi rendahnya indeks 

kompetensi PNS pada Pemerintah Provinsi 

Riau. Sejalan dengan data rendahnya tingkat 

kompetensi tersebut, ternyata jumlah PNS 

yang mengikuti program pengembangan 

kompetensi pada tahun 2021  hanya sekitar 

8,60%, sedangkan yang telah mengikuti 

pengembangan kompetensi  20 jam pelajaran 

atau lebih hanya 6,08% dan pada tahun 2022 

sekitar 13,24%.  Dari total jumlah PNS dari 

wawancara dengan responden penyebab 

kompetensi PNS sangat rendah adalah antara 

lain penempatan jabatan tidak sesuai dengan 

pendidikan dan pengalaman sebanyak 

29,95%, banyak pejabat yang kompeten 

dinonjobkan 12,57%, masih banyak PNS 

yang gagap teknologi 17,65%, dan program 

pengembangan profesionalitas kurang tepat 

sebanyak 13,37%. 

  Untuk melihat gambaran hasil 

penyebaran kuesioner tentang pengembangan 

kompetensi berdasarkan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 

2018 Tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri SipiL dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.13.   Rata-rata Indikator Variabel 

Pengembangan Kompetensi 
No Indikator Alternatif Jawaban Jumlah Mean 

F/S TS RR S SS   

1 Pendidikan 

Tugas 

Belajar 

F 26 74 104 21 225 2,53 

S 26 148 312 84 570 

2 Pendidikan 

Izin 

Belajar 

F 26 66 105 28 225 2,60 

S 26 132 315 112 585 

3 Pelatihan 

Jalur 

Klasikal 

F 35 88 85 17 225 2,33 

S 35 166 255 68 524 

4 Pelatihan 

Jalur Non 

Klasikal 

F 50 106 66 3 225 2,10 

S 50 212 198 12 472 

Rata-rata dimensi variabel kompetensi 2,39 

Sumber data: Olahan hasil penelitian, 2024 

  Tabel 4.13 menunjukan rata-rata 

variabel pengembangan kompetensi adalah 

2,39, berarti berada pada nilai skor 

1,76<NS<2,50 atau berada pada daerah 

tengah-tengah/agak lemah. Kalau dilihat 

setiap dimensi terlihat bahwa dimensi 

pendidikan tugas belajar 2,53 dan izin 

belajar rata-rata 2,60 berada pada 

2,51<NS<3,25 atau berada pada daerah 

positif/kuat, namun skornya tidak terlalu 

jauh dari daerah tengah-tengah sehingga 

tidak bisa mempengaruhi indikator lain 

untuk menjadi daerah positi/kuat. Jika 

dilihat dari dimensi pelatihan jalur klasikal 

rata-rata sebesar 2,33 dan pelatihan jalur non 

klasikal rata-rata sebesar 2,10 berada pada 

nilai skor 1,76<NS<2,50 atau berada pada 

daerah tengah-tengah/agak lemah. 

  Agile Governance menekankan 

transparansi, kolaborasi, dan iterasi cepat 

dalam pengambilan keputusan. Ini 

mendorong tim untuk bekerja secara lebih 

mandiri dan berinisiatif, sambil tetap 

mempertahankan akuntabilitas dan 

keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan 

demikian, Agile Governance membantu 

organisasi untuk mencapai tujuan dengan 

lebih efektif dalam lingkungan yang cepat 

berubah. Untuk melihat seberapa besar 

tingkat agile governance pada PNS 

Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada 

hasil jawaban responsen sebagai berikut. 

Tabel 4.15. Rata-rata Indikator Variabel 

Agile Governance 
 

No 

 

Indikator 

 

F/S 

Alternatif Jawaban  

Jumlah 

 

Mean TS RR S SS 

1 Adaptif F 15 19 114 77 225 3,15 

S 15 38 342 308 708 
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2 Kolaboratif: F 20 18  98 89 225 3,14 

S 20 36 294 356 706 

3 Transparan: F 4 9 73 49  225 1,94 

S 4 18 219 196 437 

4 Responsif: F 15 21 89 55 225 2,42 

S 15 42 267 220 544 

Rata-rata Variabel Agile Governance 2,66 

Sumber data : Olahan hasil penelitian, 2024 

  Jika dilihat pada tabel 4.15 tersebut di 

atas rata-rata variabel agile governance 2,66, 

yakni berada pada daerah positif yang berarti 

pada daerah kuat namun hanya sedikit di atas 

daerah tengah-tengah/agak lemah. Dari 

masing-masing indikator bahwa indikator 

adaptif. kolaboratif dan responsif berada pada 

daerah positif yang berarti pada daerah kuat, 

namun indikator transpartan daerah tengah-

tengah/agak lemah, tentunya bertentangan 

dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, 

tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

  Manajemen perubahan dengan metode 

ADKAR adalah pendekatan yang digunakan 

untuk membantu organisasi dan individu 

dalam mengelola perubahan dengan lebih 

efektif. ADKAR adalah singkatan dari lima 

tahap yang diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan dalam mengadopsi perubahan. 

Metode ADKAR membantu organisasi dan 

individu untuk memahami, menerima, dan 

mengimplementasikan perubahan dengan 

lebih efektif dengan fokus pada aspek 

psikologis dan perilaku yang terlibat dalam 

proses perubahan. Adapun hasil rakapitulasi 

jawaban responden tentang ADKAR dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.16. Rata-rata 
Indikator Manajemen Perubahan ADKAR 

N

o 

Indikator F/

S 

Alternatif Jawaban Jumla

h 

M

e

a

n 

TS R

R 

S TS   

1 Awarene

ss 

F 14 51 10

7 

53 22

5 

2,

8

8 

  S 14 10

2 

32

1 

212 87

3 

 

2 Desire F 77 62 60 26 22

5 

2,

1

6 

  S 77 12

4 

18

0 

104 48

5 

 

3 Knowled

ge 

F 15 55 10

5 

50 22

5 

2,

8

4 

  S 15 11

0 

31

5 

200 64

0 

 

4 Ability F 44 81 71 29 22

5 

2,

3

8 

  S 44 16

2 

21

3 

116 53

5 

 

5 Reinforc

ement 

F 69 57 90 19 22

5 

2,

3

5 

  S 69 11

4 

27

0 

76 52

9 

 

Rata-rata Variabel ADKAR 2,

5

2 

Sumber data: Olahan hasil penelitian, 2024 

  Dari tabel 4.16  terlihat bahwa rata-

rata variabel Manajemen perubahan dengan 

metode ADKAR adalah sebesar 2,52, yang 

berarti berada pada daerah positif atau 

berada pada daerah kuat, namun hanya 

sedikit diatas darah tengah/agak lemah. 

Kalau dilihat dari masing-masing indikator 

ternyata ada 2 indikator yang berada daerah 

positif, yaitu indikator awareness 

(pemahaman) rata-rata sebesar 2,88 dan 

indikator knowledge (pengetahuan) rata-rata 

sebesar 2,84, sedangkan 3 indikator lainnya 

seperti desire (keinginan) hanya sebesar 

2,16, indikator ability (kemampuan) 2,38, 

dan indikator reinforcement (penguatan) 

rata-rata sebesar 2,25 semuanya berada pada 

daerah tengah-tengah atau daerah agak 

lemah. 

 

PEMBAHASAN 

  Pada analisis SWOT ini, pertama 

kali yang harus dilakukan adalah 

menentukan 10 faktor yang mempengaruhi 

kondisi internal dengan merinci: 5 faktor 

kekuatan dan 5 faktor kelemahan, 

selanjutnya menentukan 10 faktor 

lingkungan eksternal yang dianggap 

berpengaruh dengan merinci 5 faktor 

peluang dan 5 faktor ancaman. Setelah 

faktor internal dan eksternal tersusun, 

selanjutnya kita melakukan metode analisis 

SWOT terhadap faktor terpilih. 

  Menetapkan grand strategy yang 

merupakan tahapan pencocokan (matching 

stage) pada proses formulasi strategi, grand 

strategi Matrix berikut ini yang memberikan 

gambaran pertemuan titik singgung 

perhitungan IFAS dan EFAS. 

Gambar 4.7. Titik Temu antara EFAS dan 
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IFAS 

 
Sumber data : Hasil olahan penelitian, 2024 

  Titik temunya EFAS dan IFAS berada 

pada kuadran I yang berarti berada pada 

koordinat sama-sama positif yang mempunyai 

kekuatan dan peluang,  Langkah selanjutnya 

adalah menetapkan analisis faktor strategis 

atau SFAS (strategic factor analysis 

summary), digunakan untuk meringkas faktor 

strategis organisasi dengan menggabungkan 

faktor eksternal-EFAS dengan faktor internal-

IFAS, adapun strateginya adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 4.19. Analisis SWOT-SFAS  
N

o 

Faktor 

Starategis 

Bobo

t 

Ratin

g 

Skor Keteran

gan 

I EFAS     

1 Perkembanga

n IT yang 

pesat 

0.125 5.00 0.62

5 

Jangka 

panjang 

2 Tersedianya  

Perguruan 

tinggi dan 

Lembaga 

Pelatihan  

0.083 4.50 0.37

4 

Jangka 

meneng

ah 

3 Meningkatkan 

kreatif dan 

inovatif untuk 

merebut 

Potensi PAD 

yang semakin 

beragam 

0.083 3.50 0.29

1 

Jangka 

Pendek 

4 Tuntutan 

pelayanan 

publik 

semakin tinggi 

0.125 

 

1.50 

 

0.18

8 

Jangka 

Pendek 

5 Ancam 

Globalisasi 

0.063 

 

2.50 

 

0.15

8 

 

Jangka 

Pendek 

II IFAS     

6 Komitmen 

pimpinan 

tinggi 

0,125 5,00 0,62

5 

   Jangka 

Panjang 

7 Tersedianya 

lembaga 

pengembanga

n kompetensi 

PNS 

0,083 4,00 0,33

2 

Jangka 

menega

h 

8 Kompetensi 

PNS rendah 

0.125 1.50 0.18

8 

Jangka 

Pendek 

9 Belum 

maksimal 

penggunaan 

SPBE  

0.104 2,00 0.20

8 

Jangka 

Pendek 

10 Terbatasnya 0.083 2.00 0.16 Jangka 

kesempatan 

mengikuti 

pengembanga

n kompetensi 

6 Pendek 

      

Sumber Data : Hasil Olahan, 2024 

 

SIMPULAN  

 Dari pengolahan data pada 

pembahasan didapatlah bagaimana 

impelementasi dan beberapa starategi 

internalisasi nilai-nilai agile governance 

pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: 

1) Implementasi agile governance yang 

terdiri dari adaptif, kolaboratif, 

transparan, dan responsif pada 

Pemerintah Provinsi Riau berada 

pada daerah positif atau pada daerah 

kuat namun hanya sedikit di atas 

daerah tengah-tengah atau agak 

lemah. Dari 4 indikator agile 

governance hanya nilai kolaboratif 

dan responsif berada pada daerah 

positif atau kuat, sedangkan  

implementasi nilai-nilai transpartan 

agak lemah, tentunya bertentangan 

dengan Undang-Undang No.14 

Tahun 2008, tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2) Strategi internalisasi nilai-nilai agile 

governance, adalah sebagai berikut : 

a) Untuk memenuhi  tuntutan 

pelayanan publik yang 

semakin tinggi, dilakukan 

peningkatkan penggunaan 

teknologi informasi dan 

proses yang lebih efisien 

serta membuka lebih banyak 

saluran komunikasi dan 

akses agar lebih mudah 

masyarakat untuk mengakses 

informasi, 

b) Dilakukan pengembangan 

kompetensi PNS dengan 

melakukan identifikasi 

kompetensi apa yang 

diperlukan dalam setiap 

posisi atau jabatan, membuat 

perencanaan pengembangan 

kompetensi/analisis 

kebutuhan diklat (AKD), 
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menyelenggarakan pelatihan 

dan pengembangan yang 

sesuai untuk meningkatkan 

kompetensi yang diperlukan 

oleh PNS, menempatkan 

jabatan sesuai dengan keahlian 

dan pengalaman, pemeberian 

penghargaan dan hukuman, 

serta terus dilakukan evaluasi. 

c) Tantangan globalisasi yang 

merupakan tantangan dan 

peluang menjadi masalah yang 

harus diantisipasi agat dapat 

memperkecil tantangan dan 

memperbesar peluang, 

d) Adanya Potensi PAD yang 

semakin besar dan beragam 

yang  merupakan peluang bagi 

peningkatan PAD namun 

memerlukan dukungan yang 

kuat dari manajemen puncak. 

e) Peran SPBE dalam 

penyelenggaran pemerintahan 

berbasis elektonik mulai dari 

perencanaan kebjakan, 

pelaksanaan kebijakan, 

koordinasi, dan evaluasi sudah 

sangat mendesak. 

f) Terbatasnya kesempatan 

kesempatan bagi PNS untuk 

mengikuti pengembangan 

kompetensi baik melalui 

pendidikan (tugas belajar) 

maupun pendidikan dan 

pengembangan melalui 

pelatihan dikarenakan belum 

adanya perencanaan 

pengembangan kompetensi 

PNS/AKD, belum menjadi 

prioritas daerah dan 

terbatasnya jumlah 

widyaiswara serta sarana dan 

prasarana yang belum 

memadai. 

g) Tersedianya lembaga 

pengembangan kompetensi 

PNS yang sudah mendapat 

akreditasi namun masih 

terbatasnya sarana dan 

prasarana, terbatasnya 

anggaran, kurangnya jumlah 

dan kompetensi Widyaiswara 

khususnya untuk pelatihan 

teknis fungsional,  

h) Adanya Perguruan Tinggi di 

Provinsi Riau sebagai wadah 

pendidikan dalam rangka 

peningkatan kompetensi 

ASN khususnya untuk 

melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi melalui tugas 

bejalar dan izin belajar dan 

banyaknya tersedia Lembaga 

Pelatihan Nonpemerintah 

yang dapat  meningkatan 

kompetensi PNS melalui 

pelatihan teknis jangka 

pendek. 

i) Komitmen pimpinan tinggi 

menjadi sangat strategis 

dalam menyusun strategi 

internalisasi nilai-nilai agile 

governance pada PNS karena 

Pimpinan tinggi bertanggung 

jawab untuk menetapkan 

visi, misi, dan tujuan 

organisasi, transformasi 

budaya organisasi, alokasi 

sumber daya yang 

diperlukan, memberikan 

dukungan dan mendorong 

partisipasi dari seluruh 

anggota organisasi, dan 

untuk mengatasi tantangan 

dan hambatan guna 

kelancaran implementasi. 

j) Perkembangan teknologi 

Informasi yang sangat pesat 

memainkan peran yang 

krusial dalam 

menginternalisasikan agile 

governance, dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi dalam 

menginternalisasikan agile 

goverman akan sangat 

berguna dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pelayanan 

publik. 
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